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DEIIGAI'I RAHMA? TUHAI{ YAI'IG MAHA ESA
BUPA?I HATNf,AHERA BARAT,

Bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsinstensi
antara perencanaan, penganggaran, cian pelaksanaan
pembangunaan serta guna memberi pedoman d.alam
penyusunan kebijakan umum Anggaran pendapatal dan
Belanja Daerah dan prioritas plavon anggaran sernentara serta
Rancangan. Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah rahun Anggaran 2a2s, maka perru ditetapkan
Pgrubahan Rencana Kerja pemerintah Daerah Kabupater:
Haknahera Barat Tahun 2025;
sahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 ayat tzl
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahrun zotr tentang
Tata cara Perencanaan, pengendalian dan EvaluaJi
Pembangunan Daerah, Tata cara Evaiusi Rancangan peraturan
*aerah tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah
dan Rencana Pemtrangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka panjang
Derah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkarr
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Katrupaten
Halmahera Barat Tahun 2025 dalam peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf Lr, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2025.

undang-undang Nornor 60 Tahun lgsg tentang penetapan
undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun lgsr tenlang
Pembentukan Daerah*daerah swatantra Tingkat II Dalarn
wilayah Daerah swatantra Tingkat I Maiuku menjadi undang*
undang {Lembaran Negara RI Tahun lgss Nornor 90, TambahJn
Lembaran Negara RI Nomor i65i;
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Undang-undang Nomor 46 Tahun t999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3S95) sebagaimana telah
di ubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 {Lernbaran
Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3961);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukaa
Katrupaten Halmahera Utara, Kabupaten Haimahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan $ula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara {kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomoi: 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a26fi;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistera
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Ri Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor aaZ\;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AA7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
{Lembaran Negara RI Tahun 2AA7 Nomor 33, Tambahan Lernbarar:
Negara RI Nomor a7frA!;
Undang-undang Nomor L2 Tahun ZA11 tentang Pembentuka:r
Peraturan Perundang-undangan ;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan
Daerah;

B. Unctang-undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Undang-undang Nornor 13 Tahun 2A22 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Peml:entu kan Peratr.l ran Peru ndan g- undangan ;

Lfi. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (l,embaran Negara RI Tahun 20OB
Nomor 21, Tambahan l,embaran Negara Ri Nomor affi,71;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2ff16 tentang Perangkat
Daerah (Lembraran Negara Republik Indonesia Tahun 201S
lt{ornor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

1?. Peratural Pemerintah Nomor 12 Tahun ZAW tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Reputrlik
Indonesia Tahun ZAW Nornor 42);

tr3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Renca:ra
Pembangunan Jangka Menengah Nasional {RPJMN) Tahun 2A25-
2A29 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2CI25 Nom*r
1ei;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2A1,A tentang
Felaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2il08
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2}fi tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi.
Pembangunan Daerah, Tata cara Evalusi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Derah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerint"ahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 111a);

17" Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 77 Talnun 2AZA tentang
Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2A2A Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2A24 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah'lahun 2A25;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun
2412 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan dan
Penganggaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

20" Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun
2AZl tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
{RPJMD} Kab. Halma}iera Barat Tahun 2O212A26;

21" Peraturan Daerah I{abupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2423 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2AL6 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nornor 1 Tahun
2A25 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerakr
Kabupaten Haimahera Barat Tahun Anggaran 2025;

23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kel{
terakhir dengan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nornor I
Tahun 2025 tentang Perubahan Keiima Atas Peraturan Bupati
Hatrrnahera Barat Nomor 10 Tahun 2AL6 tentang Struktur
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

24. Peraturarr Bupati Haimahera Barat Nomor 1 Tahun 2S25
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kahupaten Haimahera Barat Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

: PERATURATT BUPATI HALMAHERA BARAT TENTAIIIG
PERUBAHAN REIYCAI{A KER.JA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMA}IERA BARAT TAHUN 2A25

Menetapkan
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BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
b. Pemerintahan Daerah adalah Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh

Femerintatr Daerah dan DPRD menurut azas otonomi daerah dan tugas
pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia sebagaimana
di maksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai
urisur penyelenggara pemerintah daerah;

d. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat;
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perw'akilan Rakyat Kabupaten Halmahera Barat sebagai un$ur
penyelenggara pemerintah daerah;

f. Safi.ran Kerja Perangkat Daerah, yeng selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat selakr:
pengguna anggaran/barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah;

g. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Daerah, yang selanjutnya
disingkat dengan BP3D adalah unsur perencal'ra penyelenggaraan
pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pernbangunan daerah di
Kabupaten Halmahera Barat;

h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yflng selanjutnya disingkat
RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Kabupaten Halmahera Barat Tahun
202t -. 2026 yang memuat Visi, Misi, dan Program Kepa1a Daerah;

i. Rencana Strategis SKPD yang setranjutnya disingkat dengan Renstra SKPD
adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 2A27 - 2A26 yang memuat
Visi, Misi, dan Program Kerja SKPD;

j. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 {satu) tahun yakni Tahun 2A25
atau disebut dengan rencana pembangr-lnan tahunan daerah"

k. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun 2025;

1" Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seianjutnya disingkat APBI)
adalah rencana keuangan tahunan yang dibahas dan disetujui bersarna oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

m. Visi adalah rumusan umum mengenai kead.aan yang diinginkan pad.a akhir
periode perencanaan;

n. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi;
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o" Strategi adalah .langkah-langkah berisikan program-program indikatif untukmewujudkan visi dan misi;
p' Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untukmencapai tujuan;
q' Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yangdiiaksanakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasararidan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran.

BAB iI
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten HalmaheraBarat Tahun 2.o?5 merupakan dokumen Perencanaari Tahunan yantmerupakan penjabaran rencana pembangunarr jangka menengah Aaerat
{RPJMD} kabupaten Halmahera Barat Tahun 2a5:.}o26 serta dengan
Lrerpedoman pada RKPD provinsi Maluku utara Tahun Zazs.
RKPD Perubahan Tahun 2A25 sebagaimana dimaksud pada ayat {1) menjadidasar datram perumusan renja peringkat daerah, sebagai pldoman dalampenyusunan KUA dan PPAS Rancangan Anggaran Pendapatan dan BeianjaDaerah (RAPBD) tahun ZOZS.

Pasal 3

c' RKPD Perubahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Zazs disusun dengan
sistematika sebagai berikut;

PENDAHULUAN
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2A24 SAMPAI
DENGAN TRIWULAN DUA 2A25
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
SASARAN DAN PRIORITAS PBMBANGUNAN DAERAH
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
PENUTUP

Lt.

BAB i
BAB II

BAB iII
BAB iV
BAB V
BAB VI

Pasal 4

Isi beserta uraian RKPD perubahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun ZAZSsebagaimana tercantum dalam lampiran p.rrt.rru.n Bupati dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
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BAB iII
KETENTUAN PEI{UTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peratuan
Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera
Barat.

Ditetapkan di
pada tanggal 2A2s

BUPATI BARAT,

UANG

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 15 }q\enWr ZA2S

SEKRETARIS DAERAH
HERA BARAT

BtrRiTA DAERAH KABUPATBN HALMAHERA BARAT TAI{UN 2A25 NOMOR : 26

Salinan sesuai aslinga
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

: Jailolo

Sekretaris Daerah

Ass"Bid. Eko & Pemb.

I{epaia BF3D

Kabag. Hukum & Orgs

KAtsUPA?EN

Tk. r rvlbPembi
730128 2AA6A4 1 009


